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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2OO4 Nomor 125,
Tambahan kmbaran Negara R[ Nomor 44371 sebagaimana telah
diubatr beberapa kali teratrtrir dengan Undang-Undang Nomor 12

tahun 2008 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undzrng Nomor 32 Tahun
2OO4 tentang Pemerintah Daerah Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor aSaal;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan Pemerintahan Daerah.

{Lembaga Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor a838);

6. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2AOT tentang Rencana
Pelaksanaan Pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2005

- 2025;

7. Peratrrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Irmbaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2OO5 tentang Desa
(kmbaran Negara RI Tahun 2OOS Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor a5781;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian
Urusan Pemerintatr Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahaan Daerah Kabupaten/Kota, (kmbaran
Negara RI Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara RI
Nomor a7371;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2OO8 tentang Tatrapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaks€rnaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor a87\;

11. Inpres Nomor 3 Tahun 2O1O tentang Program Pembangunan yang
berkeadilan;

12. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 66 Tahun 2AOT tentang
Perencanaan Pembangunan Desa;

13. Perattrran Daerah I(abupaten Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2OO8

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OO8 - 2013 (Iembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OO8 Nomor 17 Serie E);

14. Peratrrran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2OO8
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OO8 Nomor 1O).
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I(ATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami pan-iatkan kehadirat Allah SWT, T\rhan Yang Maha Esa.
Petunjuk Tehnik Operasional (PTO) Integrasi Sistem Pembangunan Partisifatif
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) untuk Kabupaten Musi
Rawas d.apat diselesaikan tepat pada waktunya, dan PTO ini merupakan
Pedoman dasar dalam pengelolaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisifatif
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) yang dilaksanakan di
Kabupaten Musi Rawas.

Mekanisme pembangunan partisifatif di Indonesia dimulai dari
perencana€rn yang sistematis dari bawah, yang menempatkan masyarakat
sebagai pelaksana (Subyek pembangunan). Namun dalam kenyataannya, proses
perencanaan yang berasal dari bawah tersebut masih belum berjalan sesuai
harapan, mengingat masih begitu dominannya pendekatan "top down" dalam
pembangunan di Indonesia, oleh karena itu dengan Program Pengembangan
Integrasi Sistem pembangunan Partisifatif ini akan menjadi harapan masyarakat
dalam sistem perencanaan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek.

T\uan Umum Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisifatif
adalah untuk mengintegrasikan model sistem pembangunan partisifatif ke dalam
pembangunan daerah, dengan demikian Kabupaten Muisi Rawas menjadi salah
satu Lokasi Pilot Project PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi di Indonesia, dan
diharapkan akan mampu mengintegrasikan seluruh perencanaa.n pembangunan
daerah, masyarakat dan stakeholders lainnya.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah
membantu pelaksanaan PenSrusunan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)

Integrasi Sistem Pembangunan Partisifatif Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPP-SPPN) ini, Semoga dengan program irti akan ter:nrujudnya
masyarakat I(abupaten Musi Rawas menjadi masyarakat yang mandiri, menuju
Musi Rawas Darussalam, Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Musi Rawas, lSoth6cr20Lz -
BI'PATI TUSI RAWAS,



I"AMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR .. Q TAHUN 2OI2
TANGGAL : If OLISAET 2OI2

BAB I
M

1.1 I"ATAR BEL/IIilTG
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang Pemerintahan

Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah (otonomi) yang seluas-

luasnya untuk meningkatkan kesejatrteraan masyarakat, baik melalui

pembangunan sumber daya manusia maupun pengelolaan sumber daya

ala6 dalam rangt<a perberdayaan masyarakat, baik melalui pendekatan

politis, t€knokratik, paartisifatif, ilraupun dengan pendekatan konsep

perencanaan futlon-up dan Top4oun-
Penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pendekatan politis,

teknotcratik, partisifatif, maupun dengan pendekatan konsep perencanaan

botton-up daa top4own, harrs m€rmpu menjawab tuntutan masyarakat,

terutama dalam pemberdayzmn masyarakat perdesaan.

Setiap tahapan kegiatan pembangunan, perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan pelestrarian harrs memberi n.ang yang terbuka unhrk
mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat secara aktif, sehingga

terbangun sistem pembangun partisifatif yang berorientasi pemberdayaan

masyarakal
Konsep Integrasi Sistem Pembangunan Partisifatif Sistem Perencanan

pembangunan Nasional (SPP-SPPN) dimaksudkan unhrk menyelaraskan

dan mengintegrasikan model PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Program
lainnya ke dalam manajemen pembangunan regular yang sistematis dan

terorganisir. Filosofi Fembangunan partisifatif adalah Pembangunan yang

berhrmpu pada masyarakat (Communitg based dewlopment)-
Perubahan paradigma pembangunan dewasa itti, meletakkan

pemerintah dari posisi fungsi prouider (perryedia) menjadi fungsi enabler
(Pemberdaya). Perubahan ini secara konseptual sangat mudah dipahami,
namun penerapannya membututrkan komitmen semua stalcelalder, dan
walrtu yang cukup panjang. oleh karena itu untuk mempercepat dan

mengakomodir sebagai perubahan dimaksud salah satu yang perlu
diupayakan adalatr dengan mengaplikasikan Sistem Integrasi Perencanaan

Pembangunan Partisifatif.
Sangat diperlukan reorientasi dan rekonsolidasi pembangunan mulai

dari aspek perumusan kebijakan, perencatlaarl, pelaksanaan dan
pengawasan serta evaluasinya. Regulasi Musrenbang dari tingkat desa,

Kecamatan, sampai Kabupaten harrs dimanfaatkan secara optimal. Sebab,

Musrenbang menrpakan wadah dan mekanisme perencanaarr masyarakat
untuk turlt berpartisilasi aktif di dafam pembangunan yang berkelanjutan.

Ditingkat desa, musrenbang bukan hanya menghasilkan rencana
pembangunan yang harrs dibiayai pemerintah lhbupaten, namun yang
paling besar justm kegiatan pembangunan yang dibiayai sendiri melalui
berbagai sumber dana potensid di desa melalui ADD maupun CSR.
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1.2

Disamping itu dengan konsep pembangunan partisifatif warga masyarakat

diberi kewenangan unctuk memilih dan menentukan kegiatan

pembangunan yang mereka butuhkan.
Program Pembangunan Partisifatif di Kabupaten Musi Rawas, diawali

dengan pelaksana€rn program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-MPd) di 13 Kecamatan. Sejak itu Kabupaten Musi Rawas

secara konsisten melaksanakan prinsip dan prosedur program ini dengan

baik. Dan program ini mewajibkan adanya sharing pembiayaan (cost

Shnring) atau Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) dari APBD.

Pada Tahun 2Ol2 Kabupaten Musi Rawas dipercaya oleh pemerintah

Pusat untuk mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan Integrasi (PNPM-MPd Integrasi) sebagai prinsip dan
prosedur program ini hampir sama dengan PNPM-MPd, pemberdayaannya

adalah apabila Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd di susun

oleh pemerintah Pusat dan berlaku secara Nasional maka PTO untuk
Integrasi ini disusun oleh masing-masing Kabupaten sehingga dapat
disesuaikan dengan situasi dan Kondisi daerah sesuai dengan Surat
Kementrian Dalam Negeri Nomor : aA.2/6f5/PMD tanggal 4 februari
20 1 1 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Pengguna€rn Dana Urusan

Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2OlL-
Salah Satu persyaratan unhrk membangun dan memperkuat sistem

manajemen pembangunan partisipatif di daerah adalah dengan adanya

keterpaduan antara proses perencanaan parti,stfatif, telstokrafiis,dan proses

politik, baik dalam bentuk perenc€rnaan program pembangUnan maupun
dalam system penganggara.n. Oleh karena itu Peraturan pemerintah Nomor

: 58 Tahun 2005 tetah mengattrr mekanisme pen1rusunan dan penetapan

APBD l(abupaten/Kota dan Pelaksanaan APBD. Demikian juga dengan

ketentuan undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang sistem
perencan€ra Pembangunan Nasional (SPPN) pun mengatur mengenai

perenc€rnaan telmokratis. Kedua ketentuan tersebut sebenarnya telah
dipadukan dalam surat edaran bersama Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional / KepaJa Bappenas dengan Menteri dalam Negeri

Nomor : 1181/M.PPN/02/2006 dan O5O/244/SJ tanggal 14 Febn.afi 2006
perihal petunjuk teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2OO6.

DASAR HUKUM
a) Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang pembentukkan daerah

tingkat II dan kota Prqia di Sumatera Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor t82l);
b) Undang-undang Nomor tT tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

c) Undang-undang Nomor 25 tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor LO4, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa2\;

d) Undang-undang Nomor 23 tahr:o;r 2OO4 tentang Pemerintatran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371



s)

h)

i)

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang nomor 12 tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO8 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor a838);
e) Undang-undang Nomor 33 tahun 2OO4 tentang perimbangan keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a838);

0 Undang-undang Nomor 17 tahun 2OO7 tentang Rencana Pelaksanaan

Pembangunan Nasional Tahun 2OO5'2O25

Peratrrran Pemerintah Nomor 58 tahun 2OO5 tentang pengelolaan

keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a578);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 ta}r'urr 2OO5 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah daerah propinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a7371;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara

Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO8 Nomor 21, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a87\;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang pengadaan barang /
Jasa Pemerintahan;
Inpres Nomor 3 Tahun 2OlO tentang Program Pembangunan yang

Berkeadilan
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21

Tahun 2oll.
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 66 Tahun 2OO7 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 20016

tentang Pedoman Pen5rusunan Organisasi Dan Tata Keda Pemerintahan
Desa (Lembaran Daerah Tahun 2OO8 Nomor 1O Serie D);
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2006
tentang Kerja Sama (Lembaran Daerah Tahun 2OO8 Nomor 14 Serie D);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2OOB

tentang Rencana PembangUnan jangka Panjang Menengah Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OOB - 2Ol3 (Lembaran Daerah Tahun
2OO8 Nomor 17 Serie E);

k)

u

m)

n)

o)

p)

q)
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1.3 TUJUAN

a------r.ia Uanum fujuan yang ingin ,iicapai,Jari sisteni iieinbanlgdiiaii\)gCA

Partisifatif adalah mengefektilkan den memadukan 6ngkaia! program
pembaagUaaa malalui pfogratn peabangUaan regUler di daerah.

Adapun tujuan khusus yakni :

a) Meningkatkan efektifitas perencanatrn pembangunan desa melalui
:.-r-------.:-urLSBIanr,

b) Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan;

c! Menyelaraskan perenc€rnaan teknokratis. politis, dengan partisifatif:
d) Mendorong terwujudnya pembagian wewenang dan penyerahErn urusan

pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa;

e) Mengakomodasikan usulan kegiatan pembangunan masyarakat
kedalam perenc€rnaan pemba.ngunan daerah;

f| Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemenntahan
desa dalam pengelolaan pembanguna.n berkelanjutan;

g) Mewujudkan sinkronisasi antara perenc€rnaan program, perencanaan
pengangg€rrErn, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;

h) Mewujudkan system penganggaran pemerintah daerah yang
memungkinkan tersedianya alokasi dana bantuan langsung masyarakat
(BLM).

L.4 SASARAN

a) Sasaran Strategis

b) Sasaran Kooperatif

c) Sasaran Praktis

1.5 KETENTUAN DASAR
a) Setiap Desa berhak berpartisifasi untuk mengikuti semua proses

Program ISP2
b) Usulan Kegiatan yang di ajukan untuk dibiayai oleh program han.s

bersumber dari RPJMDes / RKP Des Tahun berjalan
c) Usulan Perkegiatan maksimal Rp.25O.OOO.OOO,- (dua ratus lima puluh

juta npiah) dan bisa dikerjakan oleh masyarakat
d) Kegiatan yang didanai oleh program ISP2 diutamakan pada kegiatan

sebagai berikut
- Usulan yang mendukung penyelarasan RPMJD kabupaten Musi

Rawas, Renstra kecamatan dan RPMJDesa
- Usulan yang bersifat super prioritas
- Usulan yang menghubungkan antar desa
- Usulan tersebut tetap pada ranah cluster II.

e) Setiap Desa dapat mengusulkan usulan kegiatan maksimal 3 usulan
terdiri dari 1 usulan dari campuran, 1 usulan dari perempuan dan 1

usulan kegiatan Simpan Pinjam perempuan (SPP).

0 Hal-hal yang tidak diatur pada petunjuk teknis ini dapat mengacu pada
PTO
PNPM Mandiri perdesaan



BAB II

I(IBIJAI(AIT PIYPM IIVTECRASI SPP-SPPN

2.1 PRIITSP-PRIITSIP PNPU IIYTBGRASI SPP-SPPN

2. 1. T DESEITTRAI.IT}ASI
penyerahan wewen€rng pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonomuntuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.T.2 XETERPAI'UAIT
Keselarasan dan kesatupaduan kebiiakan, arah dan atau tindakan dari
berbagai asPek kegiatan.

2.1.3. EFEIITIF DAII EtrISIEII
proses (langkah dan cara kerja) dan lembaga-lembaga membuahkan hasil
sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber
daya yang ada seoPtimal mungkin.

2.I.4. PARTISIPASI
Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagr sebanyak-banyaknya
pihak yang dapat memberikan kontribusi, terrtama untuk mencapai suatu
tujuan atau hasil yffrg telah ditetapkan.

2. 1.5. TRANSPARAITSI DAIY AIfi'ITTABEL
Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan
proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat
aipantau aan dapat dipertanggungiawabkan baik secara moral,
administratif maupun legal (menurut peraturan dan hulinrm yang berlaku).

2. I.6. XTBERLIIITJUTA"IT
Mendorong terciptanya pelembagaan sistem pembangunan partisipatif yang
berorientasi pada munculnya keberdayaan masyarakat.

O 2.2 KtRArrcKA I{tR.rA DAI* .*RATEGI

2.2.L KTRATGKA XTR.'A

a. Otonoml Daerah
Integrasi Program ditaksanakan dalam kerangka kerja Otonomi Daerah,
yaitu hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan
mengurus sendiri urus€ul pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pemberdnyaan tasyantat
Integrasi Program menjadi sarana peningkatan kedaulatan ralgrat dalam
pelaksanaan pernbanguRan.

c. Penguatan Demokrasi
Integrasi Program menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktek
demokrasi di daerah otonom utamanya di desa dan antar desa.
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2.2.2 STRATEGI
a. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat desa dalam rangka
meningkatkan kapasitas dan daya tawar politis ralqyat dalam pengelolaan
pembangunan

b. Mendorong Pemerintatr Daerah melakukan reorientasi kebijakan unttrk
penguatan pembangunan berbasis pembetdayaan masyarakat.

c. Mendorong masyarakat politik (DPRD) meningkatkan keberpihakannya
kepada rakyat dan membenhrk peraturan perundangan daerah yang sesuai
dengan kebutuhan penguatan pembangunan partisipatif.

RAITAII PTNGIITTEGRASIAIT
Ranah pengintegrasian terdiri dari :

2.9.! Penglategrastan hortsontrln yaitu penyahrpaduan proses
perencanaan PNPM-MP ke dalam sistem perencanaan pembangunan
reguler (Musrenbang).

2.9.2 Peaglntegrastan vettltal, yaitu penyelarasan perencanaan
teknokratis dan politis dengan perenc€rnaan partisipatif.

o



2.4 TITIK TE}IU II|TDGRASI
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PenJelasan:

2.4.I INTDGRASI PEIIIGALIAN GAGASTAIY DEITGAIT PKD

Proses Pengalian Gagasan PNPM Mandiri Perdesaan dengan
mempergunakan alat-alat kaji (peta sosial, kalender musim, bagan
kelembagaan) yang dilakukan dalam pertemuan kelompok perempuan,
pertemuan dusun, d11, menjadi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD).
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2.4.2 IITTEGRASI UUDD DEITGAN RPJT.DESA

a. Kegiatan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) PNPM Mandiri
Perdesaan sebagai dasar proses penyusunan RPJM-Desa.

b. Pembahasan dan pengambilan keputrrsan dalam proses pen5rusunan
RPJMDesa dilaksanakan dalam forum Musyawarah sesuai ketentuan dan
prinsipprinsip PNPM Mandiri Perdesaan.

c. Forum Musyawarah dimaksud adalah Musyawarah Desa (Musdes) yang
dilakukan khusus untuk membahas rancangan RPJM-Desa.

d. Hasil Musdes RPJM-Desa dituangkan dalam Berita Acara yang
ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil
masyarakat.

2.4.9 II|TEGRASI UUSDES PTREITCAITAAIT DAIT UIIP DEITGAIT
UUSRTITBAITGDES

a. Proses Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan dan Musyawarah
Kelompok Perempuan (MKP) dilaksanakan sesuai ketentuan PNPM Mandiri
Perdesaan.

b. Musdes Perencanaan dan MKP sebagai kegiatan di dalam proses
Musrenbangdes.

c. Musrenbangdes dimaksud sebagai forum masyarakat unhrk melakukan
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan pembahasan draft

RKPD
tahun berjalan.

d. Musrenbangdes dimaksud melakukan review usulan-usulan kegiatan
yang

belum terlaksana tahun sebelumnya untuk dipertimbangkan kembali
sebagai

usulan dalam RKPD pada tahun berjalan.

e. Hasil kegiatan Musrenbangdes dimaksud adalah :

1) Usulan kegiatan yang akan diajukan unfttk didanai BLM PNPM-MP,
sesuai ketentuan PNPM-MP.

2) Usulan kegiatan yang akan diajukan untuk didanai APBD melalui
Musrenbang Kabupaten.

3) Usulan kegiatan yang akan didanai ADD.
4) Usulan kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat.
5) Usulan kegiatan yang akan didanai oleh sumber dana lain.
6) Hasil tersebut di atas dittrangkan dalam Berita Acara yang

ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang
wakil masyarakat.

f. Tim Penyusun RKPD merumuskan finalisasi hasil pembahasan di atas
untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.
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2.4.4 INTBGRASI UAD PRIORITAS DAIT PEITDAITAAIT DENGAIT
MUSRTIYBANG KTCAItrATAN

a. Proses MAD Prioritas dan Pend€ulaan dilaksanakan sesuai ketentuan
PNPMMP.

b. MAD Prioritas dan Pendanaan sebagai kegiatan di dalam proses
Musrenbang Kecamatan.

c. Hasil kegiatan Musrenbang Kecamatan dimaksud adalah :

1) Prioritas usulan kegiatan yang didanai BLM PNPM-MP, sesuai
ketentuan PNPM-MP.

2) Prioritas usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang
Kabupaten untuk didanai APBD.

d. Hasil kegiatan Musrenbang Kecamatan dituangkan dalam Berita
Acarayangditandatangani oleh Camat, Pimpinan Musyawarah dan 3
orang wakil utusan desa.

e. Camat menetapkan usulan kegiatan sesuai hasil Musrenbang
Kecamatan dengan Surat Penetapan Camat (SPC).

2.5 ATTASIR/rrIrSrrR-rr[suR YArtG DITITTDGRASIKAN

Yang diintegrasikan adalah sistem. Unsur-unsur sistem dimaksud adalah :

2.5.1 NIL/U DAN PRIilSP
Nilai-nilai yang diwqiudkan sebagai prinsip dalam pelaksanaan PNPM
Mandiri Perdesaan, diintegrasikan agff terinternalisasi dalam pelaksanaan
pembangunan desa yang dikelola secara reguler.

2.6.2 UEKAITISUE PEITGAUBII"AIT IIEPUTUSAIT
Ketentuan dan tatac ara ydng menjamin terlaksananya proses pengambilan
keputusan pembangunan dalam Musdes dan MAD dilakukan secara
terbuka, partisipatif dan berpihak kepada masyarakat miskin,
diintegrasikan untuk mewarnai proses pengambilan keputrrsan dalam
Musrenbang.

2.5.3 UEKAIYISUE PROSES PERIITCANAAIT
Proses perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari MMDD, MKP,
Musdes Perencanaan, Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas dan
Pendanaan diintegrasikan ke dalam proses reguler, yaitu pen5rusunan
RPJM-Desa dan review rencana kegiatan tahunan (RKP-Desa), Musrenbang
Desa dan Musrenbang Kecamatan. Integrasi Program at<an mengakhiri
kelemahan mendasar perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang berulang
dan ad hog sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
desa.

2.5.4 UTKAITISUT PTITGELOI"AAIT ITEGIATAtr
Pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat, yang menjadi
salah satu keunggulan PNPM-MP diitegrasikan agar terwujud pola standar
pengelolaan kegiatan yang didanai dari berbagai sumber (ADD, Swadaya,
Program, APBD, dll)

2.5.5 UEIIAIIISIE PERTAIIGGIIIYCT AWABAII
Ketentuan dan tatacara pertanggungiawaban pengelolaan kegiatan secara
terbuka dan akuntabel sebagaimana diterapkan dalam PNPM Mandiri
Perdesaan diintegrasikan ke dalam mekanisme pembangunan desa



sehingga tercipta pola standar
pembangunan desa.

2.5.6 PELAIn
Pengintegrasian pelaku berarti
-Pgnda}trgmP,be+ Pereonil Pelalnr
(LPMD, Pemeriiltatr Desa, BPD, dU).

pertanggungiawaban pengelolaan

fungsi ke dalam dan
m oleh lembaga-lembaga reguler
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BAB III

PELIIKSANAAN PENGINTTGRASIAN

3. 1. KAIDAII PELIIKSAITAAI|
Kaidah pelaksanaan pengintegrasian adalah:

1. Berdasar pada dan untuk meningkatkatkan efektivitas pelaksanaan
regulasi (peraturan). Semua kegiatan yang dilakukan berdasar pada

clan r_tntr_rk pe-ng:atan peJ2lsanaan perafrrran {prorlrlk hrrkrrml yeng
telah ditetapkan, yang berkaitan langsung maupun yang relevan bagi
penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif.

/', ..^-,y-atu dengan dan menguatkan mekariisme reguler. Semuaz. wlctl
kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan atau menjadi bagian dari
kegiatan reguler sesuai ketentuan penyelen ggaraala pemerintahan.

3. KeLerlanjutan. Menyiapkan dan memfasilitasi pelembagaan system
pemberdayaan masyarakat yang telah dibangun melalui PNPM

Mandiri Perdesaan.

3.2 SYARAT DAI| KEf,ENTUAIT
Pengintegrasian adalah agenda wajib bagi desa partisipan PNPM-MP yang

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Memiliki sarana/kantor/sekretariat pemerintah desa yang dianggap

layak.
2. Perangkat kmerintah Desa sekurang-kurangnya terdiri dari:

Sekretaris Desa, dan sekurang-kurangnya dua Kepala Urusan (Kaur).

3. Sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3.3 JEIYIS XEGIATAIT
Lingkup kegiatan PNPM INTEGRASI SPP-SPPN pada prinsipnya

mengarah pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan yang

meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk didalamnya
pembanguna.n prasara.na dan sarana social ekonomi. Masyarakat diberikan
kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (open menulyang sesuai

dengan kebutuhannya. Apabila usulan kegiatan masyarakat dibiayai dari
sumber dana BLM, maka tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan
yang tercantum didalam daftar larangan (negative list).

usulan kegiatan yang dapat dibiayai dalam BLM dapat
diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi :

1) Kegiatan Pendidikan masyarakat,
2l Kegiatan Kesehatan masYarakat,
3) Kegiatan ekonomi yang mencakup Kegiatan Simpan Pinjam Khusus

Perempuan (SPP) dan
a) kegiatan Prasarana dan sarana social ekonomi, Prasana dan sarana

yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan social
(kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun
pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa atau antar desa.

XEGI.ATAII YAITG DI L/TNATG
Ada beberapa kegiatan yang dilarang (Negative List) dalam program

ini yaitu :
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KEGIATAIT YAITG DI L/\RAITG
Ada beberapa kegiatan yang dilarang (Negative List) dalam program

ini yaitu :

1. Pembiayaan apa saja yang berkaitan dengan militer, kegiatan politik
praktis / partai Politik.

2. Pembangunan I rehabilitas bangunan kantor dan ibadah.

3. Pembelian Chainsaw, senjat, bahan, peledak, asben dan bahan lain yang

merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-

l"itt);
4. Pembelian kapal ikan yang berbobot diatas 1O ton dan perlengkapannya;

5. Pembiayaan gaji Pegawai negeri;
6. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak dibawah usia

kerja;
T. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyrmpanan dan penjualan

barang-barang yang mengandung tembakau;
8. Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitasperlindungan alam pada lokasi

yang ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi
terkait yang mengelola alokasi tersebut;

g. Kegiatan Pengolahan tambang atau pengambilan / terumbu karang;

1O. Kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya air dari sungai yang

mengalir dari atau menuju Negara lain;
1 1. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai;
12. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih

dari 5O ha;
13. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 5O ha;

14. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan

kapasitas besar, lebih dari 1O.OOO Meter Kubik

3.4 LIIITGNAII DAIT XIGIATAIT PEIYGINTEGRASIAIT

3.4.1 SOSIALISASI

, 1) Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang integrasi PNPM-MP ke dalam
mekanisme reguler dilakukan secara terus menerus oleh pelaku
Pemerintah (Kecamatan dan Desa), Pelaku Masyarakat dan Fasilitator,
dalam berbagai kesempatan dan forum. Hal itu unhrk memastikan agar
masyarakat mengetahui "apa, mengrlDa dan bagalmana" pengintegrasian
itu secara benar.

2l Pada tahun pertama pelaksanaan Integrasi, dilakukan forum sosialisasi
secara formal, yaitu Musgawarah Antar Desa Sosfatrsasi dan
ditindaklanjuti dengan Musgautarah Desa Sosiaftsasf.

3) Proses dan fasilitasi MAD dan MD Sosialisasi merujuk ketentuan PNPM
Mandiri Perdesaan.

9.4.2 PTL/\TIHAI| PTUTKT'

1) Pelaku yang af<an memfasilitasi proses integrasi: Setrawan Kecamatan,
Aparat Pemerintah Desa, BPD, Fasilitator dan Pelaku Masyarakat
mendapat pelatihan sesuai kebutuhan berdasarkan tupoksi dan perannya.

2) Pelatihan bagr Setrawan dan Fasilitator dilalnrkan sesuai ketenhran yang
ditetapkan Satker Kantor h.rsat - PNPM Mandiri Perdesaan.
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3)

4l

s)

Kegiatan pelatihan yang dibiayai dari berbagai sumber (DOK Pembangunan
Partisipatif, DOK Pelatihan Masyarakat, dll) diintegrasikan dan
disinergikan.
Pengelolaan kegiatan pelatihan dimaksud mengacu pada Panduan
Pelatihan Masg aralcat.
Rancarrgan pelatihan penintegrasian mengacu pada Panduan Pelatttwn
Pengintegrasian.

3.4.3 PEITY'USUITAIT RPJU.DTSA

RPJM-Desa ditetapkan dengan Perdes sesuai Permendagri Nomor 66 Tahun
2OO7. Setiap desa wajib memiliki RPJM-Desa. Bogr desa-desa di lokasi PNPM

Mandiri Perdesaan yang telah memiliki RPJM-Desa sebelum diterbitkannya
Panduan Teknis Integrasi ini wajib melakukan peninjauan ulang dan
menyempurnakan RPJM-Desa sesuai prosedur kerja pengintegrasian. Bagr

desa-desa di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang belum memiliki RPJM-Desa
wajib men5rusun RPJM-Desa sesuai prosedur yang ditetapkan ddam Panduan
Teknis Integrasi. RPJM-Desa dimaksud kemudian dijabarkan menjadi
Rencana Kerja Pembangunan Desa sesuai periode berlakunya RPJM-Desa.
RKPD dimaksud menjadi dasar penJrusunarl APB Desa. Penytrsunan
RPJM-Desa adalah sebagai berikut:

a. I)esa sudah memlllld RPJt-Desa

Kegiatan yang harrs dilakukan adalah :

1) Peninjauan ulang dan penyempurnaan RPJM-Desa sesuai Pehrnjuk Teknis
Perencanaan Pembangunzrn Desa. Langkah-langkah yang dilakukan :

.3. Mengkaji data-data (potensi, masalah dan gagasan) hasil Penggalian
Gagasan sebelumnya.

.!. Menggali dan menghimpun data-data bartr sesuai kondisi desa
senyatanya.

{. Meninjau ulang/ menyempurnakan rumusa.n RPJM-Desa.

2) Perumusan Rencana Kegiatan Pembangunan sesuai "Matrik RPJM-Desa".
3) Pembahasan hasil penyempurnaErn rumusan RPJM-Desa melalui fonrm

musyawarah sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip PNPM Mandiri
Perdesaan.

4) Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang
ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil
masyarakat, dilakukan Penetapan RPJM-Desa.

b. Pea5rusunan RKP berdnsarkan Revlew RPJU-Desa

Rencana kegiatan pembangUnan desa untuk satu tahun anggara.n, yang
sudah mencantumkan besar dan sumber dananya. Dengan demikian,
sudah terpilah secara jelas rencana kegiatan/usulan yang akan diajukan
untuk mengakses BLM PNPM-MP.
I"angkah pertama adalah pembentukan Tim Pen5rusun RKP-Desa dibentuk
sesuai ketentuan ymryditetapkan dalam Permendagri No. 66 Tahun 2OO7

Tim Pen5rusun RKP-Desa men)rusun draft RKP-Desa yang dipetik dari
RPJMDesa disusun sesuai Form lampiran Permendagri No. 66 Tahun 2OO7.
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4l

s)

6)

Draft RKP dibahas dalam Musrenbangdes dengan agenda evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan pembahasan draft RKPD tahun
berjalan.
Beidasarkan Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala
Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat, dilakukan
Penetapan RKP-Desa.
RKP-Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

c. I)esa belum memlHld RPJf-Desa

Kegiatan yang harus dilakukan adalah penyusunan RPJM-Desa, untuk I
(satu) periode. Kegiatan yang dilalmkan adalah:
1) Melakukan Pengkqiian Keadaan Desa

tindakan pemecahan masalah.

dan bagan kelembagaan. Dapat didukung dengan alat kaji lain yang
sesuai.

2) Menyusun Rancangan (draft) RPJM-Desa, rancangan dimaksud terdiri dari:

usulan/rencana yang dihasilkan dan dikembangkan dari hasil-hasil
penggalian gagasan.

3) Membahas Rancangan (Draft) RPJM-Desa

diselenggarakan khusus untuk pembahasan Rancangan RPJM-Desa
yang dilaksanakan sesuai ketenttran dan prinsipprinsip PNPM
Mandiri Perdesaan.

Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 ora.ng wakil masyarakat,
dilakukan penyempurnaan draft RPJM-Desa sesuai hasil-hasil
pembatrasan.

4) Menetapkan RPJM-Desa

d. Pen;rusunan RIIP-Desa berdasartan RPJU-Ires8 yatrg baru dlsusun

Rencana kegiatan pembangunan desa untuk satrr tahun anggaran, yang
sudah mencantumkan besar dan sumber dananya. Dengan demikian,
sudah terpilah secara jelas renc€ula kegiatan/usulan yang akan
diqiukan untuk mengakses BLM PNPM-MP.
Langkah pertama adalah pembentukan Tim Penytrsun RKP-Desa
dibentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 66
Tahun 2OO7.
Tim Penyusun RKP-Desa men)rusun draft RKP-Desa yang dipetik dari
RPJM-Desa serta disusun sesuai Form lampiran Permendagri No. 66
Tahun 2OO7.

1.

2.

3.
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4. Draft RKP dibahas dalam Musrenbangdes dengan agenda evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan pembahasan draft RKPD

tahun berjalan.
5. Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh

Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat,
dilakukan PenetaPan RKP-Desa. ,

6. RKp-Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
pen5rusunan RPJMDesa dan RKPDesa dimaksud sesuai Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor 414.2114O8/PMD tanggal 31 Maret 2O1O perihal
Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa, dengan penguatan
kualitas perencanaan partisipatif melalui pengintegrasian sesuai dengan
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 4t4.213717PMD tanggal 5 November
2OO8 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan.

e. Pea5ratupaduen Proses Pettncanaea
1) Menyatupadukan Penggalian Gagasan (PG) dengan Pengkqiian

Keadaan Desa (PKD).
2) Menyahrpadukan MMDD dengan Pen5msunan RPJM-Desa.

3) Menyatupadukan Musdes Perencanaan-MKP dengan Musrenbangdes.
4l Menyatupadukan MAD Prioritas dengan Musrenbang Kecamatan.

f. Penyclarasan Rencana Kegtatan dan Anggaran
1) Penyelarasan rencana kegiatan dan sumber-sumber pendanaan

(ADD, Swadaya, BLM, APBD, dll) berdasar pada APB Desa'
2l Agar tercapai penyelarasan dimaksud, maka harus dipastikan

Pemerintah desa dan BPD menJrusun dan menetapkan APB Desa

secara rutin setiap tahun €ulggartrn.

g. Pen5ntupaduan Pertaaggunglawaban
1) Musyawarah desa dilalmkan sesuai kebutuhan pelaksanaan

kegiatan.
2) Kepala Desa difasilitasi untuk menyampaikan la.poran Keterangan

Pertanggungiawaban Kepala Desa (LKPj Kades) satu kali dalam satu
tahun dalam forum Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3.5 T'AKTOR PEITDT'ITI'NG DAN DI'KI'ITGAIT

3.5.1 FAITTOR PENDT'I(IIITG

1. PERSPEIffIF PEI,AKU
Perspektif pelaku terhadap keberadaan, fungsi dan perannya menentukan
kualitas pelaksanaan tugas dan tanggungiawabnya. Bila pelaku
mempersepsi dirinya hanya sebagai petugas program, maka pelaksanaan
tugas dan tanggungiawabnya akan minimalis dan cenderung mekanistik.
Karena itu, diperlukan perubahan perspektif dari pekerja proyek menjadi
kader dan agen pemberdayaan masyarakat.

2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Kuatitas proses perencanaan partisipatif melalui kegiatan Pengkqiian
Keadaan Desa menjadi syarat dan dasar ketepatan penJrusunan rencana
pembangunan desa (RPJM-Desa), dengan menggunakan alat-alat kaji yang
tepat, untuk menggali potensi, masalah dan gagasan yang sesuai
kebutuhan masyarakat.

3. PENGUATAN MUSRENBANG
Musrenbang sebagai sarana dan mekanisme pembahasan dan pengambilan
keputrrsan tentang pengelolaan pembangunan, harus menjamin kesertaan
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C

para pemangkun kepentingan dan keterlibatan kelompok-kelompok yang

tidak diuntugkan dalam proses pengambilan keputusan.

4. MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
Peningkatan menejemen pemerintahan desa yang ditandai dengan

kemampuan petaku pemerintahan desa menJrusun RPJM-Desa,

membentuk Peraturan Desa (Perdes), men5rusun APB Desa dan
menyelenggarakan L,a,poran Keterangan PertanggUngiawaban Kepala Desa

secara tJrtiU, menentukan kualitas proses dan pencapaian tujuan
pengintegrasian.

5. KAPASITAS PEI,AKU: KPMD, LPMD, SEKDES, BKAD, PEMERINTAHAN
DESA DAN BPD
peningkatan kapasitas (kesadaran kritis, pengetahuan, keterampilan dan
komitmen) para pelaku dimaksud untuk melaksanakan tugas dan
perzmnya dalam proses pengintegrasian menjadi kunci keberhasilan
pengintegrasian.

6. EFETMTVITAS PERAN SETRAWAN
Setrawan sebagai kader perubahan dan pemimpin dalam tubuh birokrasi
mengemban misi, tugas dan peran strategis. Namun, hal itu hanya dapat
dilaksanakan apabila Setrawan dimaksud memiliki sikap mental,
kemampuan dan komitmen untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang
baik dan pengelolaan pembangUnan yang pro rakyat. Dari cara pandang
tersebut, maka kesadaran akan keberadaan dirinya ssfagai kader dan
proses yang harr.s dijalani (kaderisasi) akan menentukan proses
perubahan dari dalam (internal) yang selanjutnya akan menentukan
perubahan sikap mental birokrasi di masa depan. Perubahan dimaksud
tidak dapat lagi dilalmkan secara gradual-evalutif, tetapi harus secara
progresif seiring dan sebrgai tanggapan atas desakan, tuntutan dan
LeUutufran yarrg hadir sebagai akibat dari gencarnya perubahan eksternal
dewasa ini. Semakin efektif Peran, fungsi dan pengaruh setrawan, maka
akan semakin kencang perubahan sikap mental dan perilaku birokrasi.
Oleh sebab ihr, pengukuhan dan penguatan setrawan melalui dan dalam
proses pengintegrasian merupakan langkah penting dan menentukan
pencapaian gagasan besar dan citacita ber-Indonesia.

7. POSISI TAWAR RAIffAT
Gerak reformasi yang terus berlangsung, membawa perubahan sistem
politik yang memberikan ruang terbuka bagi partisipasi politik rakyat.
Praktik demokrasi'representatif melalui pemilihan tunum secara langsung
menempatkan ralryat pada posisi sentral. Oleh sebab itu, melalui Integrasi
Program perspektif pemberdayaan masyarakat diarahkan pada
pendayagunaan praktek demokrasi sebagai upaya peningkatan daya tawar
rakyat menuju terciptanya kedaulatan ralqyat.

8. PERAN EFEI(TIF KELOMPOK.KEI,OMPOK MASYARAKAT

Masyarakat desa bekerjasama dengan beragam kelompok masyarakat
lainnya terlibat aktif menyampaikan aspirasi pembangunan melalui proses
Musrenbang yang dikelola secara demokratis.

3.5.2 DT'KTNTGAIT

Pelaksanaan pengintegrasian membutuhkan dukungan sebagai berikut :

1. PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN DESA
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Tanpa peningkatan kapasitas untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
pembangun;, percepatan pembangunan desa tidak akan bisa dilakukan.
'Reningkitan kapasitas keuangan desa didorong dengan memberikan :

a. Alolcasi Dana ksa |qDD)
b. BLM atau Stimulan l(huszs Yaihr sejumlah dana yang disalurkan

sebagai block grantyang dapat diakses desadesa dan pengelolaannya

"."* 
swakelola oleh masyarakat. BLM bias berasal dari Pemerintah

(hrsat dan/atau Provinsi) dan Pemerintah Kabupaten melalui
pemberian dana stimulan khusus.

c. 
-penirqkatan 

Pendapatan Asli Desa Pemerintah Desa hendaknya
didor6ng dan difasititasi untuk dapat meningkc.tkan pendapatan- asli
desanyi Peningkatan dimaksud kiranya tidak dapat mengandalkan
sumber-sumbei kon 

"nsional 
(Banhran Pemerintah) dan tradisional

(Rrngutan terhadap rakyat), tetapi harus mengembanskan

"..*6"r-"umber 
produktif (BUM Desa). Dengan demikian menjadi

penting untuk memfasilitasi desa-desa memiliki Badan Usaha untuk
mengelola kegiatan usaha yang potensial secara profesional.

2. REGULASI (PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, MUSRENBANG,
SWAKELOL,A, DLL)
peraturan perundangan daerah dibutuhkan sebagai payung hukum yang
menjamin dan mernberi kepastian hukum terkait dengan berbagai hal
p"trtirrg (perencanaan pembangunan desa, penyelenggaraan Musrenbang,
itttl dalam pelaksanaan pengintegrasian dan penguatan pembangunan
partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat.

3. PEMBAGIAN WEWENANG DAN URUSAN
pembagian wewenang dan urusan antara Pemerintatr Daerah dengan
pemerintah Desa aaatafr bentuk dukungan yang sangat strategis untuk
mengoptimalkan pelaksanaan pengrntegrasian. Kabupaten yang telah
menJtapkan Peraturan Daerah (Perda) yang konsisten menjamin
pelaksanaan pembagian wewen€rng dan urusan dengan pemerintah desa,

menunjukkan- secara jelas komitmen pemerintah daerah, arah kebijakan
dan strategi pembangunannya. Perda Pembagian Wewenang dan Untfl
yang konsisten terhadap semangat dan hrjuannya dapat dipastikan tidak
akan bertentalgan dengan dan kondusif bagi peningkatan pembangunan
desa, pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.

3.6 TAHAPAII DAII JAI'WAL PELIUISAITAAT

Ttrjuan Umum Integrasi Sistem Pembangunan Partisiliatif kedalam

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat dengan (SPP-SPPN)

yakni mengefektifkan dan memadukan rangkaian program pembangunan

melalui program pembangunan regular di daerah, maka selumh tahapan dari
kegiatan ini disesuaikan dengan alur regular. Alur kegiatan selunrhnya meliputi
tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.
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ALUR TNIAPAN
INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KE

SISTIM PERENCANAAIT PEMBAT{GUNAN NASIONAL

TAIIAP PERSIAPAIT

3.6. 1 IPXAKARYA I(ABUPATEIY
Kegiatan Lokakarya kabupaten dilaksanakan untuk memasyarakatkan
informasi mengenai ISP2 pada satker dan pelaku Program tingkat
kabupaten dan kecamatan.

9.6.2 IUUSYAtrTARAII KECA}TATAJII (SOSIALISASII
Musyawarah Kecamatan merupakan forum sosialisasi atau penyebarluasan

infromasi mengenai ISP2 yang dilaksanakan masing-masing kecamatan.
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3.6.3 UUSYAIf,ARATT DESA (SOSIALTSASTI

Musyawarah Desa (Sosialisasi) mempakan forum sosialisasi atau

penyebarluasan informasi mengenai ISP2 yang dilaksanakan segera setelah

Musyawarah Kecamatan (Sosialisasi).

TAIIAP PERTITCAITAAI|
3.6.4 UUSRTNBANG DESA
Musrenbang desa adalah fon.m musyawarah tahunan stakeholders desa

untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, dan

evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des)'

3.6.5 PTNI'LISAN USIII"AIT
penulisan Usulan dimaksud untuk menyiapkan dan men5rusun gagasan-

gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa sesuai

dengan format yang tetah ditentukan. Penulisan Usulan dilakukan oleh tim
yarlg dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan sesuai

dengan jenis kegiatan yang diajukan oleh masyarakat dengan coordinator

sekretaris desa.

3.6.6 VTRIFIXASI USULITX

Verifikasi usulan adalah kegiatan pemeriksaan usulan yang telah

disampaikan oleh desa yang meliputi :

l.Kelengkapan dan keabsahan dokumen usulan,
2.Observasi lapangan disesuaikan dengan criteria-kriteria kelayakan usulan;

9.6.7 UUSRTITBANG IIDCATATAN
Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders kecamatan

untuk mendapatkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di desa serta

menyepakati kegiatan lintas desa di kecamatan tersebut. Sebagai dasar

pen5rusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah

(SKPD) kabupaten / kota tahun berikutnya.

3.6.8 tr1ORT U SKPD (PRIORTTAS USUT,AIS)

Forum SKPD mempakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untrrk

membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan

dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai Upaya mengisi Raker SKPD yang

tata cara penyelenggaraan difasilitasi oleh Bappeda dibantu setrawan

kecamatam, kabupaten dan propinsi.

3.6.9 PTIYYI'SUITAIT DESIGIT DAIT RAB

Setelah pelaksanaan forrm SKPD dilakukan pen5rusunan design dan RAB

prioritas usulan ISP2 oleh setrawan kecamatan dan kader pemberdayaan

masyarakat bersama-sarna TPK dan masyarakat di bantu oleh fasilitator
Tingkat Kabupaten.
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3.6. 10 IUUSRENBAITG IGBI'PATEIT
Musrenbang kabupaten adatah Musyawarah stakeholders kabupaten/kota
untuk memaiangkan r&ficd;rrgdrt RKPD kabupaten / kota berdasarkan
rencana kerja SKPD hasil forum SKPD

TAHAP PELITKSANAAIT
3.6.11 UUSYAWARAII DESA PERSIAPAIT PELIU(SAITAAN
Kades dibantu kader Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan musyawarah
desa pra-pelaksanaan sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. Musyawarah
Desa Persiapan Pelaksanaan difasilitasi oleh kader pembangunan
masyarakat / kader dibantu setrawan kecamatan dan PJOK, untuk alokasi
ISF2 dibantu oleh FK.

3.6.12 PELITITSAITAAIT I{BCIATAIT
Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah
disepakati dalam pertemuan musrenbang Kabupaten. Hasil dari Musrenbang
di informasikan kepada masyarakat untuk persiapan pelaksanaan.

3.6.13 UUSYAWARAII DESA PERTAITGGUNG JAITABAIT DAIT SERAII
TERTilA (UDSTI
Untuk mewujudkan transparasi dalam proses pelaksanaan PNPM

INTEGRASI SPP-SPPN, TPK wajib menyampaikan laporan
pertanggpngiawaban secara bertahap kepada masyarakat, yaitu pada tahap
pelaksanaan kegiatan telah mencapai 50 o/o dan 1OO o/o.

3.6.14 SERTIFIKASI
Sertilikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan berdasarkan spesilikasi oleh
setrawan dan pendamping local kecamatan dibantu oleh dinas teknis terkait.
Dengan dilakukannya sertifikasi diharapkan focus tim pengelola kegiatan
dialihkan dari mengejar target {isik menjadi mengejar taget kualitas.

3.6. 15 PEI|YELESAIAIT I(EGIATAT
Penyelesaian kegiatan yang dimaksud adalah penyelesaian dari tiap jenis
kegiatan yaurtg telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggung jawaban
TPK di desa.

3.6.16 UUSYAWARAII KECAUA'TAIT PERTAI{GGI'ITGUAWABAIT DAI|
SERAII TERIUA

Pelaksanaan Musyawarah kecamatan pertanggungiawaban dilakukan
setelah semua desa melakukan MD pertanggungiawaban, dan dalam rangka
mewujudkan transparansi dalam proses pelaksanaan ISP2 di tingkat
kecamatan, Desa-desa wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban
secara umum pelaksanaan kegiatan ISP2 kepada masyarakat di tingkat
kecamatan melalui BKAD. Laporan pertanggung jawaban dana secara
tertulis harus disampaikn kepada semua peserta Musyawarah kecamatan
dan disebar luaskan kepada masyarakat kecamatan.
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9.6.17 TAIIAP PELESTARIAT

Itiesiartan kegiatan trreriipaJrra:rr tahapaii pask& pelal'-saiiaaa yallg
merupakan tanggung jawab masyarakat. Namu demikian dalam melakukan
tahap pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip-prinsip ISP2.

Dengan system Pelestarian yang baik diharapkan terjadi keberlartjutan
proses dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif di
i-riaslar-akat sei:^ca tfierrjajfrin berr'ci-r5-sifi5ia srEfia .tan PiEsar:ar-ia yang
dibangun berkelanjutan.

(
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BAB IV

PENDANAAN

PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi merupakan program Pemerintah
hrsat Bersama Pemerintah daerah, artinya program ini direncanakan,
dilaksanakan dan didanat bersama-sama berdasarkan persetujuan dan
kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah Pusat dan Daerah.

4.1 SUUBTR DANA

Dana BLM kegiatan PNPM INTEGRASI SPP-SPPN l{abupaten Musi Rawas
bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi
Rawas

3. Swadaya Masyarakat
4. Partisipasi Dunia Usaha

4.2 UEKAITISUE PEITCAIRAIT DAITA PTITDAITAAIT

Makanisme Pencairan dana BLM dari kantor Pelayanan Perbendahara€rn
Negara (KPPN) atau kas daerah ke rekening Unit Pengelola Kegiatan, Diatur
sebagai berikut :

1. Tata caxa dan dokumen yang harus disiapkan dalam proses pencairan
dana BLM yang pendanaanya bersumber dari Pemerintahan hrsat
mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direlrfur jendral
Perbendah araan kementrian Keuangan Republik Indonesia.

2. Mekanisme Pendanaan dan pencairan Dana BLM yang pendanaannya
bersumber dari pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme APBD
sesuai aturan yang berlaku di daerah.

3. Pendanaan BLM kegiatan PNPM II.ITEGRASI SPP-SPPN dapat juga
didanai melalui swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha yang
tidak mengikat.

4. Besaran dand BLM yang dicairkan ke masyarakat harus utuh tidak
termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.

4.3 UEI(AIIISUE PEI|YALURAIT DAITA
Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening unit Pengelola
kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme
penyaluran dana sebagai berikut :

a. Pembuatan surat Perjanjian Pemberian bantuan (SPPB) antara UPK
dengan TPK.

b. TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan
dilampiri dengan dokumen-dokumen perencan€lan kegiatan (gambar
desain, RAB dan Lampirannya)
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c. Unhrk penyaluran berilnrtnya dilengkapi dengan I"aporan Penggunaart
Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

4.4 DAI|A OPERASIOTAL I'PK DAIT PEI"AtrSAITA DI DESA

Kebutuhan biaya operasional (ATK. Pelaporan honorarir.un UPK/UPKS dan
biaya operasional lainnya) kegiatan TPK/Desa dan UPK/UPKS dapat dibiayai
dari swadaya masyarakat. Namun unhrk menumbuhkan keswadayaan
tersebut diberikan bantuan stimulant dana P2SPP. Dana operasional
UPK/UPKS sebesar maksimal 2 o/o dari dana banttran P2SPP yang
dialokasikan di kecamatan tersebrrt. Dana Operasioanal TPK/Desa maksimal
3 o/o dari dana P2SPP yang dialokasikan sesuai dengan hasil musrenbang
Kabupaten untuk desa yang bersangkutan.
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BAB V

ORGANISASI PELIUfiI PNPM INTEGRASI SPP.SPPil

5.1 KABI'PATEIY

5.I.I ET'PATI ilUSI RAWAS

Bupati melalui Penanggung jawab Operasioanal Kabupaten (PJOKab)
bertanggungiawab atas pelaksanaan ISP2 di kabupaten, dan bersama
DPRD melakukan Kaji ulang Peraturan daerah yang berkaitan
dengan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan.

5.1.2 DPRI' KABI'PATEIT UUSI RAWAS

DPRD bersama Bupati Musi rawas melakukan kaji ulang Perattrran
Daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa
d.alam pembangunan.

5.1.3 TrU K(X)RDntASr KABTIPATEIT (TK-KABI

Tim Koordinasi Kabupaten dibentuk oleh bupati untuk melakukan
pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan
administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh
tahapan program. TK-Kab juga berfungsi dalam memberikan
dukungan koordinasi program antar instansi., pelayanan dan proses
administrasi di kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi dan
perannya, TK-Kab dibantu oleh sekretariat atau sebutan lainnya.

5.1.4 PEITAI{GGTTNGTAWAB OPTRASTOANAL KABUPATTN IPJO-KABI

PJO-Kab adalah seorang pejabat dilingkungan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang ditetapkan berdasarkan
keputusan Bupati.

5.1.5 FASILITATOR PEUBTRITAYAAII /IIITE'GRAsI KABIIPATET lrAS-
r(ABl

FAS-KAB adalah tenaga konsultan manajerial professional
berkedudukan di tingkat kabupaten. F\rngsi FAS-Itub dalam Integrasi
SPP-SPPN yaitu sebagai supervisuor, FAS-Kab harus memastikan
tahapan pelaksanaan Integrasi SPP-SPPN mulai dari proses
perencan€Lan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan selesai dengan
baik, tepat waktu dengan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur
dalam ISP2. FAS-Kab juga berperan sebagai fasilitator bagr
pemerintahan daerah dalam melakukan kajian terhadap peraturan-
peraturan daerah yang relevan dengan ISP2.
Dalam menjalankan perannya, FAS-Kab harus melakukan koordinasi
dengan tim koordinasi kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.
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5.1.6 FASILITATOR TEIO|TK I(ABTTPATEIT (FA$T KABI

FAS-T KAB adalah tenaga konsultan manajerial professional
berkedudukan di tingkat kabupaten dan berperan sebagai supenisor
atas hasil kualitas tehnik kegiatan prasar€Lna infrasturktur
perdesaan, mulai dari perencanaan desain dan RAB, survey dan
pengulanran, pelaksanaan serta operasional dan pemeliharaan.
Sebagi supervisor, FAS-T Kab melakukan sertifikasi dan hanrs
memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur selesai

dengan baik dan tepat waktu dengan tetap mengacu kepada prinsip
prosedur dalam ISP2 serta sesuai kaidah atau standar teknik
prasarana. FAS-T Kab juga berperan dalam memberikang bimbingan
atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana
perdesaan kepada pelaku ISP2 di kecamatan dan desa.
Dalam menjalankan perannya, FAS-T Kab harus melakukan
koordinasi dengan tim koordinasi kabupaten yang ada di wilayah
kerjanya.

5.1.7 PETDATPTITG II)KAL IITTEGRASI KABI'PATEIY

Pendamping l,okal Integrasi Kabupaten merupakan pendamping yang
direkrut oleh Pemerintah kabupaten, bertugas memfalisitasi dan
memastikan pelaksanaan ISP2 berjalan sesuai dengan proses dan
prosedur Petunjuk teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan
Integrasi dan rencana Kerja.

5.1.8 FASTLITATOR I(EUANGAII KABTTPATEIT (FASKEUI
FasKeu membantu semua aktilitas yang berhubungan dengart
keuangan Program (pencairan, Pendokumentasian, Pembinaan, dan
pertanggungjawaban)

5.1.9 SE,TRAWAIT KABT'PATEIT
Setrawan kabupaten adalah aparat Pemerintah yang ditugaskan
secara khusus untuk menjadi fasilitator pelaksanaan ISP2 di
Kabupaten.

5.2 ITTCAUATAN

5.2.L CAUAT

Camat atas nama Bupati berperan sebagai penanggung jawab
pelaksanaan ISP2 di kecamatan. Selain itu camat juga bertugas
untuk membuat surat pengusulan PjOK, Setrawan kecamatan, dan
pelaku-pelalnr ISP2 di Kecamatan dan Desa yang akan ditetapkan
oleh Bupati.

6.2.2 SEXRETARTS KTCAU^0.TAII (SEKCArrl
Sekcam adalah sebagai wakil penanggung jawab kegiatan
pelaksanaan lSP2 di Kecamatan dengan tugas membantu camat dan
atau mewakili camat apabila berhalangan.
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5.2.3 SEIRAWAN I{ECAUATAN

Setrawan kecamatan adalah aparat perrrerintahan yang ditugaskan

secara khusus untuk menjadi fasilitator pelaksanaan ISP2 di

kecamatan. Setrawan kecamatan ditetapkan oleh bupati atas usulan

camat.

s.2.4 PEMIYGGITIIC!.,aWAB oPERASIOIIAL IIECAilATAII (PJO-rECI
pJO-Kec adalah kasi PMD /Pejabat lain yang ditunjuk oleh camat

dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati'

5.2.5 PEITDAUPIITG IOKAL IIECAUATAIT IIVTEGRASI

Tenaga yang direkmt oleh Pemerintah Daerah bertugas untuk
memfasilitasi masyarakat mulai dari Perencanaan, pelaksanaan,

pelestarian sesuai dengan pehrnjuk Teknis Operasional Integrasi
pembangunan Partisifatif (ISP2) yang dibantu oleh Fasilitator

kecamatan PNPM mandiri pedesaan dan/atau setrawan kecamatan.

5.2.6 rrltrT PEIIGETpLA KEGTATAil (rrPKl

UpK adatah Unit Pengelola Kegiatan ISP2 di Kecamatan termasuk

mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. UPK juga

dapat bertindak sebagai pelaksana mandate dari BKAD. Pengurus

UpK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendatrara. Pengunrs UPK

berasal dari anggota masyarakat ya6rg diajukan oleh desa

berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam

musyawarah Kecamatan.

5.2.7 TIU VERIFIIIASI
Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat

yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik dibidang

teknik prasarana, simpan Pinjam, Pendidikan, Kesehatan dan
pelatihan Keterampilan Masyarakat sesuai usulan kegiatan yang

diajukan masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan usulan.
Peran Tim Verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian

usulan kegiatan semua desa peserta ISF2 dan selanjutnya membuat

rekomendasi kepada nusyawarah antar desa sebagai dasar
pertimbangan pengambilan keputtrsan.

5.2.8 BATTAN PEITGAWAS rrPK (BP-I,PK}
Badan Pengawasan UPK (BP-UPK) berperan dalam mengawasi

pengelolaan kegiatan, administrasi dan keuangan yang dilakukan
oleh UPK. Badan pengawas UPK dibentuk oleh fomm Musyawarah

kecamatan, minimal 3 orang terdiri dari 1 ketua dan 2 orang
anggota.

5.2.9 BADAI| XtR.rasAuA ANTAR DESA (BKADI
Badan kerja sama Antar Desa (BKAD) mempakan pengejawantahan

dari pasal 82 Peraturan Pemerintahan (PP) No 72 Tahun 2OO5

dimana desa-desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan

desa. Pedoman BKAD diatur dalam AD/ART BKAD.
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5.3 DESA

5.3.1 I(EPALII DESA
Kepala Desa adalah penaggungiawab dan pengendalian kelancaran

serta keberhasilan pelaksanaan. ISP2 di tingkat desa.

Bersama BPD, Kepala desa men5rusun peraturan desa yang relevan

dan mendukung terjadinya proses kelembagaan prinsip dan prosedur

ISp2 sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan

dan pelestarian asset ISP2 yang telah ada di tingkat desa. Kepala

desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukkan forum

musyawarah atau kerja sama antar desa.

5.3.2 SEI(RET'ARIS DISA
Sekretaris desa adalah wakil penanggungiawab dan pengendali

kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan ISP2 di tingkat desa. Dan

sebagai Koordinator penulisan usulan kegiatan desa.

5.3.3 BATTAIY PERITUSYAWARATATI DESA (BPDI

Dalam pelaksanaan ISP2, BPD atau dengan sebutan lainnya

berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap

tahapan ISP2, Mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan
pelestarian desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau
mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan

dan pelestarian ISF2 di Desa.

5.3.4 TIU PEITGTIOI,A ITT'EIATAIV (TPKI
TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui
musyawarah desa y*ry secara umum mempunyai fungsi dan peran

untuk mengelola dan melaksanakan ISP2.

5.3.5 KATTER PTUBERDAYAAN UASYARAKAT DESA ETPUDI
Kader pemberdayEran Masyarakat adalah warga desa terpilih yang

memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau
melaksanakan tahaPan ISP2 di desa
Dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan
maupun pemeliharaan.
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BAB VI

PENGENDALIAN

Pengendalian PNPM Integrasi SPP-SPPN dilakukan melalui Pemantauan,

pelaporan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh proses dan

kegiatan PNPM Integrasi SPP-SPPN adalah sebagai berikut :

a. Menjaga setiap proses PNPM Integrasi SPP-SPPN selalu sesuai dengan

aturan, prinsip dan kebijakan PNPM Integrasi SPP-SPPN .

b. Menjaga bahwa hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui
proses dan mekanisme Yal:.g benar,

c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah

ditentukan.
d. Mengendalikan pemanfaatan dana PNPM Integrasi SPP-SPPN agar sesuai

dengan yang direncanakn dan dikelola secara transparan.
e. Menjaga kualitas dari tiap kegiatan yangdilaksanakan agar memuaskan dan

memenuhi criteria yang telah ditetapkan.
f. Mengendalikan agar setiap pelaku PNPM Integrasi SPP-SPPN dapat

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan

fungsinya masing-masing.
Strategi dasar dalam pengendalian PNPM Integrasi SPP-SPPN adalah :

a. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu
memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang

dilaksanakan.
b. Pelaku PNPM Integrasi SPP-SPPN disemua tingkatan menjalankan

mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat
dan efektif termasuk jika ditemui kendala dan masalah,

c. Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme
yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang

dilaksanakan,
d. Pengawasan yang tegas dan ketat terhadap setiap proses dan kegiatan pada

setiap tahapan yang dilaksanakan,
e. Setiap saat dilalnrkan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta

menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.
Kegiatan Monitoring dan evaluasi secara umum merupakan salah satu

alat manajemen untuk belajar dari pengalaman (Keberhasilan dan Kegagalan)

Sebagai input perbaikan kinerja yang lebih baik setiap pengelola program
pembangunan pada masa mendatang. Monitoring didefinisakn sebagai system
pengawasan yang digunakan oleh penanggungiawab suatu program untuk
memastikErn semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan bahwa sumber daya
tidak terbuang. Sedangkan evaluasi merupakan proses penilaian dari dampak
suatu program yang dikembangkan, terutama atas penggunaan yang dituju dan
tujuan akhir yang diharapkan.

Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan yamg memiliki fungsi
berbeda namun sangat erat kaitannya satrr sama lain. Kegiatan Monitoring
dilakukan melalui pengumpulan atau penyediaan data dan informasi bagi
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pengelola program dapat melihat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengambil

tindakan secara tepat wakhr sehingga tetap berjalan sesuai rencana. Dengan

demikian selama pelaksanaan kegiatan berlangsung dapat dilihat apakah semua

masukan (input) telah disediakan dan digunakan sesuai rencana serta

memberikan hasil keluaran (outputs) sesuai yang diharapkan.

Data dan informasi yang dikumpulkan pada saat monitoring memberi

dasar untuk analisis evaluasi, yaitu penilaian atas dampak proyek terhadap

tujuan yffig diharapkan. Evaluasi dilakukan dengan cara menilai semau

pengamh (effect) baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan serta dampak

yang dampak yang timbul setelah program kegiatan dilaksanakan baik secara

positif maupun negative.

6.1 PEUAITTAUAIT DAT PIITGAWASAIY

pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan

mengamati perkembangan pelaksanaan sttatu kegiatan yang dilakukan

secara priodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah

dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanakan

kegiatan sesuia dengan prinsip dan prosedur ISP2, melihat kinerja semua

pelaku PNPM Integrasi SPP-SPPN, serta melakukan identilikasi dan

mengantifikasi timbulnya perrnasalahan.

pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakuakn
sepanjang tahapan PNPM Integrasi SPP-SPPN termasuk pelatihan,

sosialisasi, perencana€r€rn, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatar
pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki kualitas
pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini
menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan pnogram maupun

dasar pembinaan kepada pelaku PNPM Integrasi SPP-SPPN dan masyarakat.

pemantauan dan pengawasan merupakan ranglaian kegiatan yang harus

dilakukan oleh setiap pelalm PNPM Integrasi SPP-SPPN yaihr masyarakat,

aparat pemerintahan diberbagai trngl<atan, konsultan, fasilitator, LSM,

wartawan, lembaga donor dan lain-lain.

6.1.1 Pemantauan den Pengawasan ParttBtfasl OIeh ilasyaratat

Adalah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program

yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik

dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggung jawab untuk
memantau dan mengawasi proses kegiatan program. Masyarakat diberi
kesempatan untuk memilih dan dibentuk kelompok/tim khusus yang

akan melakukan pemantauan dan pengawasan melalui musyawarah

desa.

6.1.2 Penantauan dan PemerlLsaan oleh Pemerlntah

Dana PNPM Integrasi SPP-SPPN adalah bagian dari anggaran belanja

Negara dan daerah, sehingga pemerintah bertanggungiawab untuk
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memastikan bahwa PNPM Integrasi SPP-SPPN berjalan sesuai dengan
prinsip dan prosedur serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Semua pegawai pemerintah yffiig terlibat dalam PNPM Integrasi SPP-

SPPN mempunyai tugas untuk memantau PNPM Integrasi SPP-SPPN.

Pegawai pemerintah harrs sering mengunjungl lapangan, baik secara
rutin maupun mendesak untuk membanhr memfalitasi penyelesaian

masalah.
Mereka untuk melihat dan memeriksa masala-masalah ataupun isu
yang ada atau memeriksa beberapa hal yang menjadi tugas
pemantauan dan pemeriksaan fasilitator.

6.1.3 Femaatauaa daa Pemerl&seaa BerJedang

KM-Nas, Koordinator wilayah, manajemen propinsi, fasilitator
kebupaten dan kecamatan, dan pendamping local bertanggung jawab
untuk mengawasi dan memantau kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.

Mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk mengetahui pel,aksanaan
setiap tahapan kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip
maupun prosedur PNPM mandiri pedesaan diterapkan dengan benar.

Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator
meliputi :

a. Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur PNPM

Integrasi SPP-SPPN.

b. Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana . PNPM

Integrasi SPP-SPPN

c. Pemeriksaan terhadap proses pelaksana kegiatan termasuk
pengelolaan dokumen dan administrasi.

d. Pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap
tahapan kegiatan.

6.1.4 Pemantauan oleh Plhak tat!
Pemantauan yang ditakukan secara independen oleh organisasi atau
pihak lain sehingga program bisa menerima sudut pandang yang
berbeda, yaitu pihak independen yang mungkin memiliki pandangan
lebih obyektif atau sudut pandang yang berbeda dari pelaksanaan
program. Pemantauan Eksternal dilalmkan antara lain oleh
DPR/DPRD, LSM, dan wartawan. Dengan adanya keberadaan
pemantauan dari pihak lain bersama pelaku-pelaku , d PNPM Integrasi
SPP-SPPN iharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya
forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program
pemberdayaan masyarakat.

6.1.5 Audtt dan Pemerl&raan Kcuaagaa

a. Pemerlksaan Rutin
Pemeriksaan rutin dilakukan oleh pihak FK/FT atau pendamping
local setiap lnrnjungan kedesa untuk memeriksa proses pelaksanaan
kegiatan. Serta Pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin
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dibahas bersama tim pengelola kegiatan, kemudian mereka diberi

saran perbaikan yang ditulis dalam bulm bimbingan.

b.Audlt laternal
Audit internal dilakukan oleh ketiga fasilitator kabupaten,

manajemen propinsi, dadn KM-Nas. Audit Internal meliputi
pemeriksaa/penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan PNPM

Mandiri Pedesaaan, pemeriksaan atau penilaian terhadap
pengelolaan dana bergulir termasuk dalam kinerja fasilitator dari

lokasi kecamatan lain yang berbeda dengan kecamatan yang akan di
audit (audit silang). Mengenai mekanisme, indicator, pararneter dan

langkah kerja dalam kegiatan audit internal ini disusun dalam

sebuah panduan tersendiri.

c. Pemerltlaan Eksternal Stnrktural
pemeriksaan eksternal stnrctural secara resmi akan dilaksanakan
oleh BPKP. BPKP dapat bekerja sama dengan Inspektorat
Kabupaten. untuk Kegiatan pemeriksaan ini, BPKP akan

meneluarkan petunjukmpemeriksaan terhadap PNPM Integrasi SPP-

SPPN sebagai acuan Pemeriksaan.

6.2 EIIALUASI

Evaluasi PNPM Integrasi SPP-SPPN dapat dilakukan pada saat selesainya

suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program.

T\rjuan Evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksaan kegiatan yang telah

dilakukan berikut kualitasnya, termasuk didalarnnya adalah kinerja para

pelakq PNPM Integrasi SPP-SPPN elaku . Sedangkan pada akhir program,

evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak Program. Hasil dari
pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat ddadikan dasar dalam

evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Hasil evaluasi

dapat dijadikan dasar sebagai upaya perbaikan terhadap kelemahan dan

mengatasi hambatan Yang terjadi.

Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan tedadi penyimpangan dari
rencana, criteria, atau standar yang ditenhrkan, maka dilakukan
pengecekkan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Sementara itu, kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu
(bisa dilakukan dipertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus).
Hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-
pelaku dilapangan. Indikator yang dipakai dalam evaluasi adalah sebagai

berikut:

Indikator sukses : Dirumuskan dari tqiuan spesifik yang ingrn dicapai dari
setiap jenis
Kegiatan dalam PNPM Mandiri Pedesaan, Misalnya ting!<at partisifasi, ting!<at
perkembangan kelembagaan dan jumlah prasarana sarana yang terbangun.
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Indikator Kinerja : Dirumuskan dari tujuan Khusus PNPM Mandiri Pedesaan,

Misalnya adakah peningkatan partisifasi masyarakat, adakah peningkatan

kualitas kelembagaan, dan adakah peningkatan anggaran yang pro poor dari

Pemda.

Mengenai Indikator, Parameter, dan Mekanisme evaluasi untuk ketiga hal

tersebut diatas akan dijabarkan datam panduan tersendiri-

6.3 PELIIFORAN

pelaporal menrpakam proses penyampaian data dan atau informasi

mengenai perkembangan atau kemajuan setiap yahapan dari pelaksanaan

program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan

pencapaian dari sasarErn atau tujuan PNPM Integrasi SPP-SPPN.

Mekanisme pelaporan datam pelaksanaan dil PNPM Integrasi SPP-SPPN

akukan melalui jatur stmctural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk
mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan

atau desa ke tingkat kecamatan, kabupaten, Propinsi dan Rrsat.

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informative, maka materi

yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu :

a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan,
b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang

dilaksanakan,
c. Gambaran kemajuan dari pelaksarraan kegiatan,
d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,

e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya,
f. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

program.

Sistem laporan dari tim pengelola kegiatan da PNPM Integrasi SPP-SPPN lam

dibuat sesederhana mungkin, mengingat keterbatasan kemampuan

administrasi TPK. Sistem laporan mengutamal<an informasi yang akurat.

6.3 PEIIGEII)I,IIAN PEIIGADUAII DAIII UASALIUI

Pengelolaan pengaduan dan masalah (PPM) merupakan bagran dari tindak
lanjut hasil kegiatan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan. Setiap

pengaduan dan masalah yang muncul dari masyarakat atau plhak mernapnn

yang berkompeten melakukan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan

harus segera ditanggapi secara serius dan proposional serta cepat.

Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan mempakan wujud
pengawasan oleh masYarakat.
penanganan Penyelesaian masalah diutamakan melalui jalur kekeluargaan

dan dapat diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pengaduan terhadap pelaksanaan PNPM Integrasi SPP-SPPN dapat

dilakukan melalui :
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a. Surat/berita langsung/SMS/email kepada FK/FT/Setrawan kecamatan,
KF-Kab, Setrawan kabupaten maupun tenaga ahli PNPM Integrasi SPP-
SPPN lainnya.

b. Surat/berita langsung/SMS/email kepada aparat pemerintahan yang
terkait, seperti PjOK dan Tim koordinasi PNPM Mandiri pedesaan.

c. Pemantauan kegiatan PNPM Integrasi SPP-SPPN lainnya, termasuk
wartawan dan LSM.

Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip :

a. Rahasia, Identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus
dirahasiakan.

b. Berjenjang, semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku PNPM
Mandiri Pedesaan setempat. Jadi bila permasalahan muncul ditingkat
desa, maka yang pertama kali bertanggung jawab untuk menanganinya
adalah masyarakat desa terseb'trt difalitasi oleh PoJK, FK, pendamping
local, Kader Desa, dan Kepala Desa. Pelaku dijenjang atasnya member
rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfalitasi proses
penyelesaian.

c. Transparan,dan Partisifatif. Sejauh mungkin masyarakat harus diberi
tatru dan dilibatl<an dalam proses penang€u1an pengaduan terhadap
masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh fasilitator. Sebagai
pelaku utama pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, Masyarakat harus
disadarkan untuk selalu mengendalikan jalannya kegiatan.

d. Proposional. Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika
kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannnya pun
harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan
dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang
ditangani tidak hanya masalah prosedur atau penyalahgunaan dana saja.

e. Objektif. Sedapat mungkin dalam pen€rnganan pengaduan, ditangani
secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus
dilakukan sesuai dengan data yar:g sebenarn5ra. Tindakan yang dilakukan
bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan
pada prosedur yang seharusnya.

f.Akuntabilitas. Proses kegiatan pengelolaan pengaduan dan masalah serta
tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungiawabkan pada masyarakat
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yartg berlaku.

g. Kemudahan. Setiap anggota masyarakat terutama kelompok perempuan
dan laki-laki, harus mudah untuk menyampaikan pengaduan dan
masalah. Pengadu/Pelapor dapat menyampaikan pengaduan kejenjang
yang paling mudah dijangkau dengan menggunakan media/saluran
pengaduan yarrg telah dibangun oleh program dan/atau yang teLah ada
dilingkungannya.

h. Cepat dan Akurat. Setiap Pengaduan dan permasalahan perlu
ditangani/ditanggapi secara cepat dengan menggunakan informasi yang
akurat. Untuk itu penangan€ur pengaduan dan masalatr diupayakan
penyelesainnya pada tingkat yarrg terdekat.
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Pengaduan terhadap pelaksanaan PNPM Integrasi SPP-SPPN dapat

dilalmkan melalui:
a. Tidak puas dengan pelaksanaan Prograrrr PNPM Mandiri @esaan?

Mengetahui adanya gelagat Penyimpangan di PNPM Mandiri Pedesaan ?

Silahkan sampaikan keluhan/informasi anda kepada Unit Pengelolaan

Pengaduan melalui salah satu saluran berikut :

SMS
Telepr:
Faks
Email

Website
Surat

: O8571O301234
: (O21179B8e4o / (o2tl 7ee889t8 / (0211 7o41.79s4
: (021) 7874712
: pengaduan@pnpm-perde saan. orq
atau pengaduan@nmc.ppk.or.id
: www.pnpm-perdesaan.org
:Graha Pejaten Nomor 2, Jl.Pejaten
Raya Pasar Minggu Jakarta Selatart

Kunjungan langsung : ke fasilitator / Konsultan dan Pelaku PNPM di
lokasi

Terdekat
Telp / Fax Kabupaten : (O733) 454OO43

E-Mail : bpmpd musirawas(4rahoo.com
b. Surat/Berita langsung kepada Setrawan, fasilitator kecamatan, Fasilitator

Teknik maupun konsultan PNPM Integrasi SPP-SPPN lainnya.
c. Surat/berita kepada aparat pemerintahan yang terkait,
d. Pemantauan kegiatan PNPM Integrasi SPP-SPPN lainnya, seperti :

wartawan, LSM, dll.

BUPATI MUSI RAWAS
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